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Pendahuluan

1.1     Latar Belakang Penelitian
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaiman tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintah yang baik. 
Berdasarkan hal tersebut untuk mewujudkan manajemen aparatur sipil negara yang berkeadilan dan berkepastian hukum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Dengan adanya perkembangan dan tuntutan zaman terhadap peranan sumber daya manusia maka ada beberapa ketentuan manajemen aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan hal ini berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden tentang rancangan Undang-Undang Tahun 2016 yaitu perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kita menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Namun pada prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah, sehingga Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang ini juga, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Setiap pegawai mempunyai perbedaan individual karena berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lingkungan masyarakat yang beraneka ragam dimana hal tersebut akan berdampak terhadap pekerjaannya. Perbedaan-perbedaan itulah yang akan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas. Disisi lain suasana batin/psikologis seseorang secara individu dalam lingkungan kerja, juga akan ikut berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dalam bekerja. 
Peranan manusia sebagai motor penggerak di dalam organisasi, sehingga jika sebuah organisasi memiliki prosedur kerja yang baik, memiliki struktur organisasi dan juga memiliki teknologi tetapi dalam organisasi tersebut tidak ada manusia, maka semua komponen tersebut tidak akan mempunyai arti apa-apa dalam upaya menggerakan organisasi. Namun sebaliknya jika dalam sebuah organisasi tidak memiliki teknologi, prosedur kerja dan struktur organisasi tetapi ada manusianya, maka organisasi tersebut masih dapat berjalan walaupun dalam dinamika yang sangat rendah. Peranan manusia sangatlah penting karena manusia tidak dapat ditiru oleh orang lain, sementara teknologi, prosedur kerja dan struktur organisasi dapat ditiru oleh orang lain, sehingga pemberdayaan sumber daya manusia dan kompetensi sumber daya manusia menjadi sangat prioritas utama.

Sumber daya manusia atau pegawai dalam instansi/perusahaan merupakan penentu bagi keberhasilan sebuah perusahaan/instansi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang artinya tujuan perusahaan akan tercapai apabila pegawai memiliki kinerja yang baik. Dessler (2010 : 25) menyatakan bahwa dalam organisasi modern, sumber daya manusia mempunyai peran baru diantaranya : pendorong produktivitas, membuat intansi/perusahaan menjadi lebih tanggap terhadap inovasi produk dan perubahan teknologi, menghasilkan jasa pelayanan yang unggul, membangun komitmen dalam diri pegawai dan mengembangkan serta mengimpelementasikan strategi.
Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai merupakan bagian dari alat manajemen personalia yang dapat mendorong dan menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diharapkan oleh semua pihak. Sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Kinerja pegawai pada akhirnya akan mampu meningkatkan kredibilitas pegawai, karena akan menempati posisi yang cukup strategis sebagai parameter yang dapat mengukur suatu keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Kinerja pegawai berkaitan dengan faktor pendidikan, keterampilan, disiplin dan etika kerja, serta etos/iklim kerja. Dengan demikian  pegawai merupakan faktor kinerja yang utama dan dinamis yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah karya yang optimal, sehingga hasilnya mengarah kepada kemampuan organisasi untuk memperbaiki cara kerja yang berlangsung secara terus menerus.
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk  melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 dan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1394 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Nomor 1446 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Data mengenai kinerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.1
Kinerja Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Kota Bandung
	No
	Kinerja
	Real   (%)
	Target  (%)

	1
	Mutu (kualitas) hasil Pekerjaan
	80
	100

	2
	Jumlah (kuantitas) hasil Pekerjaan
	78
	100

	3
	Pengetahuan tentang Tupoksi
	79
	100

	4
	Kecekatan (keterampilan dalam melakukan tugas pekerjaan
	77
	100

	5
	Rasa pengabdian (kesetiaan, disiplin dan tanggung jawab)
	79
	100

	6
	Kerajinan
	78
	100

	7
	Kerjasama 
	85
	100


Sumber : Umum Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung (2017)

Berdasarakan Tabel 1.1 tersebut menujukkan bahwa kinerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung belum optimal karena tidak sesuai dengan target yang diharapkan.  Hal ini dilihat dari belum maksimalnya kerja dari masing-masing pegawai, masih banyak pegawai yang menunda pekerjaan, masih ada pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi disebabkan masih rendahnya kesadaran pegawai dan kurang pelatihan yang didapat oleh pegawai, serta  kurang puasnya pegawai terhadap apa yang diterima oleh pegawai, baik dalam hal fasilitas, reward, penghargaan atas hasil kerja, ketidak nyamanan dalam bekerja yang memberikan dampak motivasi pegawai menjadi rendah. Dengan demikian pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung senantiasa akan dibina, dibimbing dan diarahkan ke arah yang lebih baik dengan mengadakan kegiatan pelatihan pegawai sehingga pegawai memiliki kemampuan, semangat/motivasi bekerja serta kompetensi yang baik. Disisi lain kompetensi yang dimiliki pegawai dapat menstimulus untuk melakukan kreasi dan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja pegawai.

Data Tabel 1.1 akan diperkuat dengan hasil pra survei pendahuluan yang mengindikasikan kinerja pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung belum optimal. Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kinerja pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.2
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kinerja Pegawai
	No
	Materi Pernyataan
	Setuju
	Kurang Setuju 
	Tidak Setuju

	1
	Pekerjaan yang dilakukan tepat waktu
	20%
	15%
	65%

	2
	Memahami dan menguasai pekerjaan  sehari-hari
	23%
	10%
	67%

	3
	Kemampuan sesuai dengan beban pekerjaan dan latar belakang pendidikan
	50%
	10%
	40%

	4
	Selalu mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas
	25%
	20%
	55%

	5
	Berinisiatif mencari cara terbaik untuk meningkatkan kualitas kerja
	37%
	20%
	43%

	Rata-rata 
	31%
	15%
	54%


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2017
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai rata yang menjawab tidak setuju sebesar 54%, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung belum sepenuhnya baik terlihat dari pegawai dalam bekerja kadang belum memahami dan menguasai pekerjaan yang dilakukan,  pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kadang tidak tepat waktu, dan  pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan kurang mencari ide atau gagasan dalam menyelesaikan tugas. Hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, karena akan berdampak terhadap kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
Kepuasan kerja merupakan faktor pendorong untuk meningkatnya kinerja pegawai yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi kepada peningkatan kinerja organisasi (Gorda, 2004:104). Blum (As’ad, 2010:136) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam sikap yang terkait dengan pekerjaan dan faktor-faktor khusus seperti upah, supervisi, kestabilan pekerjaan, ketentraman kerja, kesempatan untuk maju, penilaian kerja yang adil, hubungan sosial di dalam pekerjaan, dan perlakuan atasan. Menurut Mathis dan Jackson (2011 : 205), mengemukakan kepuasan kerja merupakan keadaan emosi yang positif dari mengevaluasi pengalaman kerja seseorang. 

Berdasarkan pra survei yang dilakukan terhadap variabel kepuasan kerja secara umum terhadap 20 orang pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung. Survei yang saya lakukan dengan bertanya tentang sikap pegawai yang berhubungan dengan lima dimensi kepuasan kerja hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Robbins (2013 : 184) yaitu pekerjaan itu sendiri, upah dan promosi, kondisi kerja, rekan kerja dan atasan serta kesesuaian pekerjaan dengan kepribadian dimana masing-masing dimensi diwakilkan oleh satu 3 pernyataan. Berikut ini adalah hasil pra survei mengenai kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Tabel 1.3
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kepuasan Kerja

	No
	Materi Pernyataan
	Setuju
	Kurang Setuju 
	Tidak Setuju

	1                     
	Puas karena dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dibebankan 
	60%


	25%


	15%



	2
	Puas karena gaji dan promosi yang diberikan oleh organisasi tempat bekerja sudah sesuai dengan kompetensi
	20%


	15%


	65%



	3
	Puas kerena sarana dan prasarana kerja yang ada di organisasi sudah memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan
	50%


	30%


	20%



	4
	Puas  karena pimpinan organisasi selalu mempertimbangkan usul atau saran bawahan
	60%


	30%


	10%



	5
	Puas, karena organisasi sudah tepat dan sesuai menempatkan pegawai sesuai dengan keahlian
	30%


	15%


	55%



	Rata-rata 
	44%
	23%
	33%


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2017
Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung puas dengan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dibebankan sebesar 60%, namun ada beberapa pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung kurang puas terhadap gaji dan promosi yang diberikan oleh organisasi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai sebesar 65% dan kurang puas terhadap penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahlian sebesar 55%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakpuasan pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam bekerja. Apabila hal tersebut tidak dilakukan perbaikan maka akan dapat mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penempatan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya juga merupakan salah satu faktor penentu dalam peningkatan kepuasan kerja. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang (individu) yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi serta bertahan cukup lama dalam diri manusia (Ruky, 2010 : 105). Kompetensi dalam kaitannya dengan kinerja dapat digolongkan dalam dua kelompok (Ruky, 2010 : 106) yaitu kompetensi ambang (threshold competencies) yaitu kriteria minimal yang harus bisa dipenuhi pemegang jabatan agar dapat bekerja dengan efektif dan kompetensi pembeda (differentiating competencies) yaitu kriteria yang membedakan orang yang mencapai kinerja superior dan orang yang kinerjanya rata-rata.

Pegawai harus mempunyai motivasi kerja yang tinggi sehingga menghasilkan kinerja yang baik, dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pelayanan publik/masyarakat. Motivasi kerja merupakan suatu kondisi/ keadaan yang mempengaruhi seseorang untuk terus meningkatkan, mengarahkan serta memelihara perilakunya yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan kerjanya (Soeroso, 2011 : 201).
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya motivasi kerja pegawai antara lain ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaannya dan kurangnya insentif yang diterima. Kurangnya insentif bukan hanya masalah uang akan tetapi dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan pendidikan dan pemberian penghargaan, serta ruang kerja dan suasana kerja yang kurang menyenangkan. 
Motivasi kerja sangatlah berkaitan erat dengan perilaku pegawai dalam bekerja. Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan selalu mencoba hal-hal yang baru/inovasi dan melakukan yang terbaik serta bersedia meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaan dengan maksimal. Sedangkan pegawai yang memiliki motivasi kerja yang rendah adalah pegawai yang seringkali tidak mau mencoba hal-hal yang baru dan tidak mau melakukan yang terbaik, serta jarang meluangkan waktu dan upaya ekstra untuk melakukan pekerjaan yang optimal. 
Berikut ini adalah hasil dari penelitian pendahuluan mengenai motivasi yang saya dapatkan dari hasil penelitian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1.4
Penelitian Pendahuluan Mengenai Motivasi Kerja
	No
	Materi Pernyataan
	Setuju
	Kurang Setuju 
	Tidak Setuju

	1
	Tantangan dalam pekerjaan membuat saya tidak merasa bosan dalam bekerja
	23%
	10%
	67%

	2
	Saya dapat bekerja dalam satu kelompok dengan pegawai lain
	55%
	10%
	35%

	3
	Saya bangga  mendapat tanggung jawab dari pimpinan untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya
	65%
	20%
	15%

	4
	Komunikasi yang terbuka membuat saya dapat bekerja dengan baik
	45%
	20%
	35%

	Rata-rata
	47%
	15%
	38%


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2017
Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa nilai rata yang menjawab cenderung kurang baik sebesar 53%, hal ini mengindikasikan bahwa motivasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung belum sepenuhnya baik, terlihat dari pegawai dalam bekerja kadang merasa bosan, karena tidak ada tantang dalam pekerjaan. Masalah tersebut menyebabkan kurangnya motivasi pegawai dalam bekerja, sehingga secara langsung hal ini akan membawa dampak terhadap kinerja para pegawai yang akan menghasilkan mutu pelayanan yang rendah. 

Adapun upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai yaitu dengan peningkatan kompetensi pegawai yang diperoleh melalui program pelatihan. Kompetensi merupakan basis dari berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia seperti kebijakan organisasional (penempatan, promosi, rotasi), rekrutmen, kompensasi dan pengembangan (training, manajemen karir, rencana suksesi). Secara general, kompetensi sendiri dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), atribut personal, dan pengetahuan (knowledge) yang tercermin melalui perilaku kinerja (job behavior) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Dalam sejumlah literatur, kompetensi sering dibedakan menjadi dua tipe, yakni soft competency atau jenis kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain. Contoh soft competency adalah : leadership, communication, interpersonal relation, dll. Tipe kompetensi yang kedua sering disebut hard competency atau jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi ini berkaitan erat dengan seluk beluk teknis dan pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency adalah : electrical engineering, marketing research, financial analysis, manpower planning, dll. (Kesipahada, 2009).

Kompetensi merupakan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dengan keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang dimiliki. Penggunaan kompetensi berdasarkan aspek manajemen sumber daya manusia kini semakin menjadi trend dalam mewujudkan satu organisasi pembelajaran. Kompetensi membedakan pengetahuan kerja (job knowledge) dengan perilaku tersirat seseorang anggota di dalam organisasi. Istilah kompetensi digunakan untuk merujuk pada area pekerjaan atau peranan yang mampu dilakukan oleh seseorang.
Berikut ini merupakan hasil dari penelitian pendahuluan mengenai kompetensi pegawai yang didapatkan oleh peneliti :
Tabel 1.5
Penelitian Pendahuluan Mengenai Kompetensi Pegawai
	No
	Materi Pernyataan
	Setuju
	Kurang Setuju 
	Tidak Setuju

	1
	Memiliki kemampuan mengumpulkan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi
	62%
	18%
	20%

	2
	Menguasai keterampilan teknis yang berkenaan dengan perkembangan teknologi di tempat kerja
	20%
	13%
	67%

	3
	Memiliki kemampuan dalam menganalisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan
	22%
	20%
	58%

	4
	Melakukan antisipasi dan perencanaan untuk perubahan di masa yang dating
	15%
	25%
	60%

	Rata-rata
	29.75%
	19%
	51.25%


Sumber : Penelitian Pendahuluan, 2017
Hasil pra survei menunjukkan bahwa nilai rata yang menjawab cenderung kurang baik sebesar 51.25%, hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung belum sepenuhnya baik, hal ini terlihat dari pegawai kurang bisa menguasai keterampilan teknis yang berkenaan dengan perkembangan teknologi di tempat kerja, pegawai kurang bisa melakukan antisipasi dan perencanaan untuk perubahan di masa yang datang, dan pegawai kurang memiliki kemampuan dalam menganalisis data yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Kompetensi pegawai dalam melayani masyarakat bukan hanya dilihat dari keahlian dan pengetahuan, namun juga melalui kondisi emosionalnya. Menurut Shi (2007), kompetensi merupakan karakteristik seorang pegawai seperti motivasi, sifat, keahlian, persepsi diri, peran sosial, atau bahasa tubuh, yang menghasilkan kinerja efektif atau superior.
Disamping itu juga kompetensi pegawai dapat meningkatkan motivasi kerja dan kinerja. Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang baik. Begitupun sebaliknya bila pegawai tidak memiliki motivasi kerja, maka pegawai tidak akan dapat bekerja dengan maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Pegawai memerlukan motivasi yang tinggi untuk dapat meningkatkan kinerja. Adapun cara memberi motivasi kerja pegawai adalah dengan cara memberikan kepuasan kerja.

Keadaan dan situasi tersebut, berkaitan erat dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan kompetensi yang belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut maka faktor manusia menjadi faktor utama, adapun faktor manusia yang dimaksud peneliti adalah pelatihan dan motivasi pegawai yang dapat melaksanakan tugas dan bertanggung jawab, berdayaguna serta berhasil guna sesuai dengan target kinerja, oleh sebab itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemberdayaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan usaha meningkatkan kinerja pegawai sebagai bahan penyusunan tesis dengan judul : “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung”.
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan permasalahan yang tercakup di dalam penelitian terhadap kompetensi, motivasi kepuasan kerja dan kinerja pegawai. 

1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan masalah latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut :  

1. Kinerja pegawai belum optimal.
2. Kecekatan dan kecakapan dalam melakukan tugas pekerjaan belum terampil.
3. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang masih kurang.
4. Motivasi pegawai masih rendah.
5. Masih ada pegawai yang datang dan pulang tidak tepat waktu.
6. Ketidakpahaman pegawai terhadap komitmen organisasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia. 
7. Pencapaian sasaran/tujuan strategis, belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.
8. Kurangnya motivasi pegawai untuk berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan bagi pengembangan organisasi/instansi dan peningkatan kompetensi pribadi. 
9. Penggunaan waktu yang kurang efektif dalam melaksanakan tugas.
10. Bekerja belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan. 
11. Kurang memahami tugas dan kewajibannya dengan baik.
12. Kurang bersifat positif terhadap suatu pekerjaan.
13. Jarang membuat rencana dan jadwal kerja untuk melaksanakan suatu kegiatan.
1.2.2
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 
1. Bagaimana kompetensi dan motivasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
2. Bagaimana kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
3. Bagaimana kinerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memperoleh data tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi, motivasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai dengan tujuan utamanya adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut :

1. Kondisi kompetensi dan motivasi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
2. Kondisi kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
3. Kondisi kinerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
4. Besarnya pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
5. Besarnya pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
6. Besarnya pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
7. Besarnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.
1.4.
Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik oleh perguruan tinggi, yang berguna sebagai acuan bagi civitas akademika khususnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan kompetensi, motivasi, kepuasan kerja dan kinerja pegawai.

1.4.2.
Manfaat Praktis

Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pegawai, berdasarkan pencapaian kepuasan kerja melalui pengembangan kompetensi dan motivasi para pegawai.
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